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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan kesepakatan produksi lahan tambak garam di Desa Penapali
Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Hal itu hanya dapat dilakukan secara
lisan atau dengan persetujuan, sesuai dengan hukum adat dan tradisi turun-
temurun yang ada di kotamadya. Di antara para pihak, syarat-syarat
kesepakatan tidak terkoordinasi dan pembagian hasil antara tuan tanah dan
petani tidak sesuai. Jelas bahwa pelaksanaan alokasi tanah di Desa Penapali
Kecamatan Woha Kabupaten Bima tidak sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1969 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

2. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk tidak terpenuhinya sengketa Perjanjian
Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Penapali Kecamatan Woha Kabupaten
Bima yang menyangkut perampasan tanah dan perubahan bagi hasil oleh
pemilik modal. Kinerja manajer/penanam yang buruk atau lalai. Akibatnya,
manajemen  kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh.
Permasalahan tersebut diselesaikan secara ekstra yudisial melalui
musyawarah para pihak atau melalui mediasi oleh kepala desa untuk

menentukan penutupan permasalahan.
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B. Saran

1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Tambak Garam di Desa Penapali
Kecamatan Woha Kabupaten Bima tidak berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil, tetapi berdasarkan
tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa
Penapali, Distrik Woha Berdasarkan Bupati Bima. bupati. Oleh karena itu,
ada kebutuhan untuk mengkaji undang-undang dan peraturan mengenai
perjanjian bagi hasil dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan
bahwa peraturan tersebut diterapkan secara efektif di masyarakat.

2. Sistem bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil pertanian Desa Penapali
Kecamatan Woha Kabupaten Bima berbeda. Sebelum mencapai kesepakatan
tentang skema bagi hasil, para pihak harus mempertimbangkan beberapa hal,
seperti modal dan potensi risiko. Selain itu, para pihak harus memahami
sistem bagi hasil untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat

menimbulkan perselisihan.
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Demikian surat ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penapali, 12 Juli 2022
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Lampiran 3 surat perjanjian bagi hasil

- mwemn. : gamstanahtambakkepadapihakkedunmmkdlm* R
hasil pihak pertama 50% dan pihak kedua 50% dan apabila pihak pertama afa
ua tidak sepenuhnya memenuhi perjanjian tersebut maka hasil 10% oS

yang dirugikan.
Demikian surat perjanjian ini dibuat dan disetujui bersama serta tampa ada unsur p:
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DOKUMENTASI 1
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